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AITTARA

PADA
LEMBAGA PEMAAYARAXA'TAN XELAS IIB TANJI'ITGPAI{DAI{

NOI|IOR :

NOMOR:

XBTUA LEMBAGA
rONSI'LTASI DIIN
BAITTUAN III'XUU
BELITINIG

LEMBAGA PEMASYARAKT,TAN KELAS IIB TANJUITGPANDAN

DEI{GAN

LEMBAGA I(O SULTASI DAIT BANTUAN HUKUItr BELITUNG

TENTANG

PEYELEI{GGARAAN IIIYANAIT BAITTUAN IIUKI,II,I NON-LITIGASI

V7.PAS.PAS2.PK.O1.O5, 12-0651 TAHI,I 202t3
@4/ PKS/LXBH-B/2@13 TAHI,II 2()23

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Rrluh Bularr Februa.ri Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (20-02-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

IIEPALIT LEMBAGA
PEMASYAXATAIT

Adalah EERIYAInTO, S,H., fll. Sebagai Ketua
I€mbaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bettung,
yallg berkedudukarr di Jalan R. A. I(artirli No. O 1 RT OO 1

RW OO1 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjung Parrdarl
Kabupaten Belitqng, selaqiutnya disebut PIEAX
rTDUA

PIEAI( PEFfft A dan PIEAI( IIEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
P'llRA PIBAr dalam PER AIIJIAII XERJASAUA ini.

Pasal 1

MAKST'D DAN TUJUAN

Terselenggaianya akses terhadap keadilaa (aooess to justic4 da'! kesamaan di
hadaparr hukum leqtalitg before the lau) frela\)i layanan bantuan hukum non-
litigasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung)anda't.

Adalah UAEEITDRA AIrL/UGIAIIA, AEd.IP., S.8., U.M.
Sebagai Kepala Lembaga Pemasya.rakatan Kelas IIB
Tanjungpandal yang berkedudukan di Jalan
Pengayomsn Desa Cerucuk Kecaoatan Badau
Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut PIHAI(
PERTA A



Pasal 2
RUANG LNGKUP

Pasal 3
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, masing-masing pihak mempunyai hak dan
kewajiban sebahai berikut :

1) Hak darl Kewajiban PIHAK PERIAMA aita.ra lain :

a. Menyediakan ruang penyuluhan dan konsultasi hukum.
b. Menyediakan sarana dan prasarana berupa (Soand SUstem)
c. Menyediakan Sumber Daya Manusia dalam ha1 tuIi adalah Taha,Ial!

dan/atau Wa-rga Binaan Pemasya.rakatan yang membutuhkan bantuan
hukum.

d. Mengawasi Tahanarr dan/atau Warga Binaaan Pemasyarakatan dalam
pelaksanaan kegiatan.

e. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Tahanan dan/atau Warga
Binaan Pemasyarakatan.

2) Hak dan Ke\rajiban PIHAK KEDUA antaia lain :

a, Menyiapkan petugas penyuluhan dan konsultasi hukunc.
b. Menyiapka! oateri yang akan disaEpaikan.
c. Memberikan bantuar hukum dan penda.mpfuIgan kepada Tahanan

dan/atau Warga Binaaan Pemasyarakatan yang membutuikan
sebagaiaana tercantur:n dalao Pasal 2.

d. Melakukan koordinasi darl kerjasama dengan PIHAK PER"TAMA dalam hal
yang terpenting dalaE kegiatan ini.

e. Membantu meqjaga stabilitas kearlanan dafl ketertiban Tahanan dan/atau
Warga Binaan Pemasyaralatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

PARA PIIIAK telah sepakat untuk Irlengadaka,l kerjasama dengan prinsip sa-ling
berkoordinasi, antara lain mencakup :

a. Pen,.rluhan hukum;
b. Konsultasi hukum;
c. Investigasi kasus, baik secara eleldionik maupun nonelektroaik;
d. Penelitian hukum;
e. Mediasi;
i Negosiasi;
g. Pemberdayaan masyaiakat; dan
h. Pendampingan di luar pengadilan.

PER.JANJIAN KERJASAMA iri berlaku sejak ditaada tangani oleh PARA PII-IA( /t
untukjanska wakhr 1 (satu) rahun. 

[.]



Biaya yang timbul selama dalam pelatsanaal kegiataa kerjasama ini menjadi
tanggungar masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIIIAK secara bersanra-saraa aeLaksanalan peoa,rtauan dan evaluasi
pelaksanaan nota kesepakatan bersarna irri

Pasal 7
KETENTUAN I,AIN-I,AIN

1) Apabila te{adi hal-hal yang diluar: kekuasaan kedua belah pihak atau force
itajeure, d,apat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waLhr
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

2) Yang termasuk force majeure adalah
a. beDcafla alam
b. Tindakan perierintai di bidang fiskal dan moneter
c. keadaan keaoanan yang tidak mengizinkan.

3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerjasama ini
al(an diatur dan disepakati bersarna kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
baga Pemasyarakatan

Beli

, s.H., M.H.
Amd.IP., S.H., M.M.
NIP.19A303012021 121001

Pasal 5
PEMBIAYAAN

MAHENDRA


